BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat:

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah tahun anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik indonesia tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2000 {Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yvang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3850y,

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3369);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3988);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400j;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaiman telah diubah
dengan UU RI Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU
Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan per-UU-an
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara R.[. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara

R.I. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
UU (Lembaran Negara R.I. Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara R.I. Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor
5161};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran
Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republikindonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
{Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (Lembaran
Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang atas Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4768},

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan ¥Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan
Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1213),;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun
2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan Nomor 18 );

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 14 tahun 2021
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,| Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun
2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2022,(Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2022, Lembaran
Daecrah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1.Pendapatan

1.1. Pendapatan Asli Daerah Rp 120.476.660.856,60
1.2. Pendapatan Transfer Rp 1.515.674.799.342,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Rp 00,00
Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp 1.636.151.460.198,60

2. Belanja Daerah
2.1. Belan ja Operasi

2.1.1. Belanja Pegawai Rp 373.743.062.824,00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp 471.008.317.300,35
2.1.3. Belanja Bunga Rp 4.673.620.466,00
2.1.4. Belanja Subsidi Rp 0,00

2.1.5. Belanja Hibah Rp 45.563.371.308,00

2.1.6. Belanja Bantuan Sosial Rp 36.724.152.404,00
Jumlah Belanja Operasi Rp 931.712.524.302,35
2.2. Belanja Modal

2.2. Belanja Modal Tanah Rp 6.199.838.256,00
1

2.2. Belanja Modal Peralatan
2 dan Mesin

2.2, Belanja Modal Gedung
3 dan bangunan

Rp 103.529.168,786,00

Rp 85.213.374.888,88

Belanja Modal Jalan, Rp 166.150.979.998,00
Jaringan
dan Irigasi
Belanja Modal Aset Rp 703.537.006,00
Tetap Lainnya
Jumlah Belanja Modal Rp 361.796.898.934,88
1.1. Belanja Tidak Terduga
2.2.1 Belanja Tidak Terduga Rp 6.263.643.195,00
Jumlah Belanja Rp 6.263.643.195,00

Tidak Terduga



1.2, Belanja Transfer

2.2.1 Belanja bagi Hasil Rp 3.218.382.850,00
Belanja Bantuan Keuangan Rp 282.870.638.711,00
Jumlah Belanja Rp 286.089.021.561,00

Transfer
2. Pembiayaan Daerah

3.2. Penerimaan Pembiayaan Rpl05.838.227.193,83
3.1. Pengeluaran Pembiayaan Rp 34.764.600.337,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 71.073.626.856,83

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran {SiLPA) Rp 121.362.999.062,20

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimanan dimaksud dalam pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peratuaran Bupati

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimanan dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagatmanan dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam
Lampiran II Peratuaran Bupati

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatananya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 24 Agustus 2023
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

USMAN SID
i

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 24 Agustus 2023
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

SAFIUN RADJULAN,S.Pd,M.Si
NIP.196904071997021005

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Ttd
RUSDI HASAN,SHM.H
NIP.198307042008031002




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatananya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha

Pada tanggal 24 Agustus 2023
Pejabat l Paraf BUPATI HALMAHERA SEJLATAN,

e
USMAN SID

Sekretaris Daerah

Asisten Bidang Administrasi

Kaban BPKAD

KabagHukum

Nk

Diundangkan di Labuha

Pada tanggal 24  Agustus 2023
Plt. SEKRETARIS.E

KABUPATEN TAHERA SBLATAN

SAFIUN RWN,S.Pd,M.Si
NIP. 196904071997021005

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Ttd
RUSDI HASAN,SHM.H
NIP.198307042008031002
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